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PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34/PERMEN-KP/2014

TENTANG

PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN

PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan memperhatikan
dinamika perkembangan pembangunan di daerah, perlu
meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang
Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau kecil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan tentang Perencanaan
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah
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dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5490);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 25);

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 54/P Tahun 2014;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.

2. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah suatu
pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan
pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang
dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, antarsektor, antara
ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan
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manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

3. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan
laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

4. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan
2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

5. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang
membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya.

6. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah sumber daya
hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa
lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang,
padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati
meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan
meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan
perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam,
permukaan dasar lauttempat instalasi bawah air yang terkait dengan
kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di
wilayah pesisir.

7. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi
perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai,
perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk,
perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

8. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas
sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan
tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan
dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat
nasional.

9. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan
sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan
struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat
kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta
kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

10. Rencana Pengelolaanadalah rencana yang memuat susunan kerangka
kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka
pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai
lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan
sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.

11. Rencana Aksi adalah tindak lanjut Rencana Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran,
anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan
secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang
diperlukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan
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pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan
sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan
perencanaan.

12. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona
berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi dengan
memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang
diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya
menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang diterbitkan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

13. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari
sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom
air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu
dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.

14. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria
karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan
keberadaannya.

15. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara
berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status
hukumnya.

16. Konsultasi publik adalah proses penggalian masukan yang dapat
dilakukan melalui rapat, musyawarah, dan/atau bentuk pertemuan
lainnya yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan utama
di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang
bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas di bidang tertentu di
provinsi, atau kabupaten/kota.

18. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung
dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya
ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat.

19. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum
Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

20. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun
temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan
Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur,
hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam,
memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di
wilayah adatnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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21. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata
kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima
sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya
bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tertentu.

22. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang
masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan
penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu
yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum
laut internasional.

23. Instansi terkait adalah instansi pemerintah dan/atau pemerintah
daerah, unit pelaksana teknis, dan instansi vertikal yang terkait
dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

24. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kelautan dan perikanan.

26. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yangmelaksanakan tugas
teknis di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai norma, standardan
pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah
kabupaten/kota dalam melakukan penyusunan perencanaan
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteriini agar terwujud perencanaan
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu pada
tingkat pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah
kabupaten/kota.

Bagian Ketiga

Prinsip Perencanaan

Pasal 3

Prinsip perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,
yaitu:

a. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan/atau
komplemen dari sistem perencanaan pembangunan daerah;

b. mengintegrasikan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah
daerah, antarsektor, antara pemerintahan, dunia usaha dan


